
 

BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR  4 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 65 TAHUN 2011 

TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI 

SIPIL YANG BERTUGAS DI DAERAH CUKUP SULIT, SULIT DAN SANGAT SULIT 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANJAR, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang 

bertugas di Daerah Sangat Sulit di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Banjar perlu untuk merubah besaran tunjangan 

tambahan pengahasilan di Daerah Sangat Sulit dalam  

Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2011 tentang 

Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil 

Yang Bertugas Di Daerah Cukup Sulit, Sulit Dan Sangat Sulit 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar ; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

5494); 
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 3. Undang-Undang Nomor 23, tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 

310); 

 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 

2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjar Tahun 2016 Nomor 12); 

 7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2011 tentang 

Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil 

Yang Bertugas Di Daerah Cukup Sulit, Sulit Dan Sangat Sulit 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar  (Berita Daerah 

Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 65); 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG NOMOR 65 TAHUN 

2011 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI DAERAH CUKUP 

SULIT, SULIT DAN SANGAT SULIT DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.   

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2011 

tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang 

Bertugas Di Daerah Cukup Sulit, Sulit Dan Sangat Sulit Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Banjar  (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 

Nomor 65), diubah sebagai berikut : 
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1.  Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

  

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 4 

(1) Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) diberikan berdasarkan kriteria 

Daerah Cukup Sulit, Sulit dan Sangat Sulit. 

(2) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) sebagaimana dimaksud 

pada  ayat (1)  ditetapkan sebagai berikut : 

 

NO KRITERIA DAERAH GOLONGAN BESARNYA TTP (Rp) 

1. Cukup Sulit Gol I dan Gol II 125.000 

  Gol III 150.000 

  Gol IV 175.000 

2. Sulit Gol I dan Gol II 150.000 

  Gol III 175.000 

  Gol IV 200.000 

3. Sangat Sulit Gol I dan Gol II 600.000 

  Gol III 675.000 

  Gol IV 700.000 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati Banjar ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 

 

      Ditetapkan di Martapura 

                                                                                 pada tanggal 3 Januari 2017              

 

                                                                                     BUPATI BANJAR, 

  

                                                                                                Ttd 

                                                                                  H. KHALILURRAHMAN 

 

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 3 Januari 2017               
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,  
                 

                         Ttd 

 

               H. NASRUN SYAH  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 4 


